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PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Kesehatan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh setiap
individu. Negara Indonesia dalam menjamin kesehatan penduduknya pemerintah

membuat suatu sistem yang dinamakan dengan Jaminan Kesehatan Nasional
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yaitu Badan Penyelenggera aminan Sosia hatan (BPJS Kesehatan). Jaminan

kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk mendapatkan
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan masyarakatnya (R1, 2004).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam penyelenggaraannya didasarkan
atas kerjasama yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

dengan jejaring fasilitas kesehatan yang terdapat di seluruh Indonesia. Fasilitas



Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut
(FKTL) adalah fasilitas yang bekerjasama dengan BPJS (RI, 2013). Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan
suatu pelayanan kesehatan secara personal yang bersifat non spesialistik (RI,
2014b). FKTP yang dimaksud adalah puskesmas atau yang setara, praktek
dokter/dokter gigi, klinik yang menyediakan pelayanan medik dasar (Klinik
pratama) atau yang setara, dan rumah sakit kelas D atau yang setara (RI, 2014c).
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Sistem pembayaran untuk pelayanan kesehatan gigi di fasilitas kesehatan
tingkat pertama (sebelum era JKN) menggunakan sistem fee of service atau yang
dikenal juga dengan out of pocket, sistem pembayaran ini dapat mengakibatkan
rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan karena tidak
adanya ketetapan tarif yang jelas untuk pelayanan gigi yang diberikan. Sistem

pembayaran di FKTP (setelah JKN) diubah menjadi sistem kapitasi sesuai



kepersertaan di FKTP yang bersangkutan, sedangkan untuk Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjut (FKTL) sistem pembayarannya menggunakan sistem INA CBG’s
(Darmawan and Thabrany, 2017).

Sistem pembayaran kapitasi adalah suatu metode pembayaran untuk jasa
pelayanan kesehatan dimana pembayaran dilakukan diawal atau sebelum peserta
BPJS menerima pelayanan dari fasilitas kesehatan (Eldayana et al., 2015). Sistem

pembayaran kapitasi ini  bertujuan supaya fasilitas kesehatan dapat

mengedepankan Ramdani et al.,
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Berdasarkan keputusan pemerintah didalam SK Menkes No0.69 Tahun
2013 mengatakan bahwa besaran kapitasi untuk dokter gigi adalah Rp.2000,-
/orang/bulannya. Pembagian dana kapitasi di klinik pratama yang dipresepsikan
adalah yaitu Rp.8000,-/peserta/bulan jika klinik pratama tidak memiliki dokter
gigi dan Rp.10.000,-/peserta/bulan jika klinik pratama tersebut memiliki dokter

gigi (Dewanto and Lestari, 2014).



Menurut penelitian yang pernah dilakukan Dewanto dan Lestari (2014)
tentang perhitungan besaran dana kapitasi (sebelum era JKN) untuk pelayanan
kesehatan gigi primer adalah Rp.3.208,00. Menurut hasil penelitian menurut
Dewanto dan Lestari (2014) diatas dapat disimpulkan bahwa ketetapan
pemerintah mengenai besaran kapitasi Rp.2000,00 dianggap masih terlalu kecil
bagi dokter gigi yang bekerja di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
khususnya di klinik pratama.
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rendahnya besaran kapitasi untuk dokter gigi di FKTP. Bambang Soesatyo juga
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dengan BPJS mengalami kerugian terkait rendahnya besaran kapitasi yang

diterima oleh dokter gigi (Nasrulhak, 2018).
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besaran kapitasi yang dTU;\?:ha oleh/(i)‘ktgr'g/;-ig\idi FK'FPEniIai terlalu rendah dan
sejumlah dokter gigi juga mengancam untuk berniat mundur dari program JKN
jika tidak ada perubahan mengenai besaran kapitasi (Putra, 2019). Menurut
masalah yang dikemukan mengenai rendahnya kapitasi untuk dokter gigi di

FKTP, maka dibutuhkan perhitungan ulang untuk mengetahui besaran kapitasi

pada pelayanan kesehatan gigi yang sebenarnya.



Besaran angka kapitasi itu sendiri dipengaruhi oleh angka pemanfaatan
(utilisasi) pelayanan kesehatan dan juga dipengaruhi oleh biaya satuan (unit cost)
pelayanan (Dewanto and Lestari, 2014). Unit cost pelayanan kesehatan gigi
adalah salah satu indikator yang dibutuhkan dalam menghitung dan mengetahui
berapa besar tarif kapitasi pada pelayanan kesehatan gigi yang sebenarnya.
Perhitungan unit cost di Klinik pratama sangat dibutuhkan, karena dapat

memberikan informasi mengenai biaya yang dibutuhkan oleh klinik pratama

dalam menyelepggaraka Jgi; Perhitunagan unit cost yang
tidak tepat akan
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menginstruksikan pasien untuk menggigit kasa/kapas pada daerah bekas cabut dan
premedikasi) sampai pasien kembali pulang kembali yang mana didasarkan pada
standar pelayanan medis. Semua biaya alat dan bahan yang terlibat di dalam
aktivitas pelayanan kesehatan gigi ini dihitung secara rinci dengan menggunakan

metode ABC.



Penggunaan metode ABC dalam menentukan unit cost lebih efektif
dibandingkan dengan metode distribusi, karena pada metode ini dalam
perhitungannya menggunakan lebih dari satu cost driver sehingga perhitungan
unit cost dengan metode ini mampu memberikan informasi yang akurat mengenai
besarnya biaya unit cost produk atau jasa yang diberikan oleh klinik pratama

(Hilfi et al., 2015).
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1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui besar unit cost pelayanan kesehatan gigi di Klinik Sehat Gajah
Mada Kota Padang pada era Jaminan Kesehatan Nasional.
1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui besar unit cost pelayanan konsultasi medis di Klinik Sehat

Gajah Mada Kota Padang pada era Jaminan Kesehatan Nasional.



Mengetahui besar unit cost pelayanan tindakan pencabutan gigi
permanen di Klinik Sehat Gajah Mada Kota Padang pada era Jaminan
Kesehatan Nasional.

Mengetahui besar unit cost pelayanan tindakan pencabutan gigi sulung
di Klinik Sehat Gajah Mada Kota Padang pada era Jaminan Kesehatan

Nasional.

Mengetahui besar unit cost pelayanan tindakan penambalan komposit

Mengetahui besar unit cost pelayanan tindakan scalling di Klinik Sehat
Gajah Mada Kota Padang pada era Jaminan Kesehatan Nasional.
Mengetahui besar unit cost pelayanan premedikasi di Klinik Sehat

Gajah Mada Kota Padang pada era Jaminan Kesehatan Nasional.



14  Manfaat Penelitian
1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan peneliti dalam menghitung unit cost pelayanan kesehatan gigi di
klinik pratama dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC).
1.4.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, rujukan dan

bahan pertimbangan=bag iBtER A if kapitasi pada

untuk
pengembangan itia : Jengah menggunakan
metode Activit n gigi di Kklinik

pratama.



